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Kampung Apung Tagih Jokowi

Cengkareng, Warta Kota

Terpilihnya Joko Widodo
menjadi Gubernur Jakarta kala
itu sedikit melegakan bagi warga
RW 001 Kedaung Kalianglke,
Cengkareng, Jakarta Barat, atau
yang dikenal sebagai Kampung
Apung. Sebab, Jokowi menem-
patkan Kampung Apung sebagai
salah satu prioritas untuk dila-
kukan pembenahan.

Apalagi, di saat masa kam-
panye dan usai terpilin menjadi
gubernur, Jokowi blusukan ke
Kampung Apung dan berkomit-
men akan menyelesaikan masa-
lah di sana yang sudah terjadi
sejak sekitar 20 tahun silam itu.

Kegusaran warga selama
puluhan tahun sedikit terba-
yar ketika upaya pengeringan
Kampung Apung dimulai pada
Maret 2014. Dimulai dari pe-

ngeringan, pembersihan dan.

rencana relokasi makam di la-
han Tempat Pemakaman Umum
(TPU) Kapuk Teko yang berada
di sisi barat Kampung Apung.
Menurut rencana, makam
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akan dipindahkan ke TPU Tegal
Alur, Kalideres.

Tetapi, kegembiraan warga
hanya berlangsung seketika.
Pengeringan dan relokasi makam
tiba-tibal berheriti tujuh bulan
kemudian tanpa alasan yang
jelas. Kini, lahan TPU Kapuk
Teko yang pernah dikeringkan

itu kembali dipenuhi oleh air

dan tanaman eceng gondok.
Warga pun merasa tertipu dan
kembali menelan rasa kecewa.
Djuhri, seorang takoh masyara-
kat Kampung Apung menyebut
selama ini tidak pernah ada

upaya serius dari Pemerintah

Kampung Apung... .

DKI Jakarta untuk menangani
Kampung Apung, "Gubernur su-
dah ganti berkali-kali, tetap saja
masalah Kampung Apung ini ti-
dak pernah selesai. Pemerintah
cuma banyak perencanaan
saja, tapi tidak ada upaya nyata
mengatasi kampung kami yang
terendam puluhan tahun," kata
Djuhri saat ditemui Warta Kota
di rumahnya, Sabtu (4/7).

Menurut Djuhri, belum ada
kabar kapan proses relokasi ra-
tusan makam itu akan kembali
dilanjutkan. "Yang terpenting
juga, kalau sudah direlokasi,
lahan TPU itu akan difungsikan
sebagai apa. Warga meminta
agar bekas lahan TPU dibangun
sekolah setara SMU karena
di sekitar sini belum ada SMU
negeri. Tapi perfanyaannya
kapan relokasi makam ftu akan
dilanjutkan lagi?"

Beberapa warga yang ditemui
enggan berkomentar banyak
soal penataan Kampung Apung.
Mereka sudah terlanjur kecewa
dan marah akibat janji-janji
pemerintah untuk menata
kampung tersebut tidak pernah
ditepati. "Kita merasa dibogongi
sama Pak Jokowi," ucap seorang
warga yang menolak menyebut-
kan namanya.

Ketakutan

Sementara itu, warga
Kampung Apung kini berada da-
lam bayang-bayang ketakutan.
Semakin banyak rumah yang
roboh akibat tiang penyangga-
nya lapuk tergenang air puluhan
tahun.

Ketua RW 001 Rinan sebe-
narnya sudah berupaya berta-
nya melalui pihak kecamatan
Cengkareng kapan relokasi ma-

' kam akan kembali dilakukan.

Tetapi, pihak kecamatan tidak

bisa memberikan jawaban me-
muaskan dan melimpahkannya
ke Pemkot Jakarta Barat. "Sama
sekali tidak ada kejelasan dari
pemerintah. kami selaku peng-
.urus RW saja tidak pernah di-
ajak komunikasi lagi sampai se-
karang, Ini alamat bakal mandeg
lagi, apalagi kalau didiamkan,"
kata Rinan.

Menurut Rinan, selain kom-
plek TPU yang menjadi bagian
dari Kampung Apung, pemerin-
tah juga patut memperhatikan
ratusan warga yang kini me-

nempati rumah-rumah di atas

genangan air.

"Ini mengurusi pemindah-
an makam saja belum beres.
Harusnya yang masih hidup juga
diperhatikan, yakni mereka yang

selama bertahun-tahun hidup

was-was di atas genangan air.
Karena sudah ada korban, anak
kecil meninggal karena jatuh ke
air,” jelasnya.

Bukan sekali ini saja Pemprov
DKI gagal menyelesaikan proyek
di Kampung Apung. Tahun
2011, Pemprov DKI mengucur-
kan dana Rp 14,75 miliar untuk
membangun rumah pompa dan

‘jaringan saluran air. Tahun

2013, dana sebesar Rp 12,5 mi-
liar kembali dikucurkan untuk
mengeruk, membersihkan, dan
memperbaiki jaringan saluran.
Tapi tetap saja lingkungan RW
001 masih tergenang air.

Salah satu penyebabnya
adalah ketidakseriusan Pemprov
DKI membangun dan’ memeli-
hara jaringan saluran air. Yang
mengeherankan, jaringan salur-
an air di RW 001 yang dibangun
lebih rendah ketimbang jaringan
saluran air utama.

Kedua jenis jaringan terse-
but tidak terhubung. Menurut
Djuhri, warga sempat ramai-ra-
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mai mendatangi pekerja proyek
pembuatan saluran itu lantaran
warga tahu saluran air tidak
dikeruk dan hanya ditutup.

"Sangat aneh ketika proyek
miliaran dikerjakan secara
main-main. Kami menyaksikan
sendiri saluran air tidak dikeruk
dan hanya ditutup saja biar
kelihatan ada pengerjaan. Kami
sempat bongkar itu saluran air
dan kami hanya tergeleng-geleng
karena saluran air itu masih sa-
ngat dangkal dan penuh dengan
lumpur,” kata Djuhri.

Kini segenap warga masih me-
nunggu janji mantan Gubernur
DKI Jakarta Jokowi untuk
mengurus masalah di Kampung
Apung, Salah satu janji Jokowi
yakni mengeringkan Kampung

' Apung dan merevitalisasi kem-

bali kawasan tersebut.

Beberapa waktu lalu,
Gubernur DKI Basuki Tjahaja
Purnama menjanjikan akan
merelokasi warga Kampung
Apung ke rumah susun (Rusun).
Namun sampai sekarang, janji
Ahok (panggilan Basuki -red)
pun belum terwujud.

Wali Kota Jakarta Barat Anas
Effendi pun berpendapat bahwa
solusi tercepat menata Kampung
Apung, yakni dengan membe-
baskan tanah warga. Selain itu,
kata Anas, di lokasi tersebut
Pemda juga bisa membangun
rusunawa. "Warga jual tanah
ke pemda kemudian pemda
membangun rusunawa yang
peruntukannya untuk warga
setempat,"” katanya.

Dijadikan Waduk

Pengamat Tata Kota dari
Universitas Trisakti, Yayat
Supriatna pernah menyampai-

kan pendapatnya beberapa wak- -

tu, yakni kawasan Kampung ini

memang semestinya direlokasi.
Sebagai daerah tangkapan air,
kontur tanahnya lebih rendah,
pesimis untuk dikeringkan.
Area seluas lebih dari 4 hektar.
di Kampung Apung itu juga
akumulasi drainase dari ling-
kungan setempat, sehingga
tak ada solusi penataan selain
relokasi.

Kawasan dengan tanah yang
lebih rendah itu, saran Yayat,
lebih cocok dijadikan waduk
dan ruang terbuka hijau.
Seperti halnya Waduk Pluit
di Muara Baru, Penjaringan
Jakarta Utara. "Selain berfungsi
total sebagai resapan, di waduk
itu bisa dibangun juga objek
rekreasi, tentunya warga bisa
mencari penghidupan di situ
juga," kata dia.

Namun dia mengingatkan
pemerintah harus bijaksana
terkait eksekusi penggusuran
yang berakibat warga kehilang-
an tempat tinggal meski hanya
sementara waktu. Dalam peng-
gusuran ini pemerintah sebaik-
nya tidak menggunakan bahasa
kekerasan. Harus lebih manu-
siawi, katanya. Cara berkomu-
nikasi yang biasa dilakukan
harus diperbaiki. Masyarakat
akan mudah memahami jika. .
dalam berkomunikasi ada ke-
setaraan, bukan bertindak se-
bagai penguasa yang terkesan
seenaknya dan angkuh,

Yayat meminta agar peme-
rintah menggunakan bahasa
ajakan bukan bahasa ancam-
an. "Biasakan untuk memanu-
siakan manusia dalam proyek
semacam ini. Ada banyak kok
elemen masyarakat yang bisa
dikerahkan seperti LSM dan
mahasiswa untuk mengatasi
konflik kepentingan,” ujarnya.
(gps/fha) '




